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Abstract

By definition, ijma’ sukuti means a condition when one or more mujtahids express an
opinion on a problem that is widespread in the community and the other mujtahids
do not respond or remain silent with that opinion. Opinions in this case can be in the
form of fatwas or legal decisions. The most well-known practice of ijma’ sukuti is the
legal decision imposed by Amirul Mu’minin Umar bin Khattab which punishes alcohol

Keywords: [jma’ sukuti, drinkers with 80 lashes. Originally, in the hadith it is stated that the punishment

mas’a, mina Jadid, and for drinking khamr is 40 lashes. Umar added that the sentence was doubled on the

ushul figh. grounds that 40 lashes were used as punishment for drinking khamr and 40 lashes
as a punishment for drinking khamr must have done something disturbing to the
public because he was drunk. As for the connection with the widening of masya’irul
haram places, such as in the area of pilgrimage rituals, including those carried out by
Khadimul Haramain al-Sharifain at the agreement of Saudi scholars and silenced by
world scholars, it is a manifestation of the methodology of ijtihad of figh law with the
ijmak sukuti model. This article uses the ushul figh approach by exploring the sources
of Islamic law.

Secara definitif, ijma’ sukuti berarti kondisi ketika ada satu atau sebagian mujtahid
yang mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang tersebar luas di kalangan
masyarakat dan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan
pendapat tersebut. Pendapat dalam hal ini bisa berupa fatwa ataupun putusan hukum.
Praktek jjma’ sukuti yang paling dikenal ialah putusan hukum yang diberlakukan oleh
Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamr dengan 80

Kata kunci: Pengelolaan kali cambukan. Aslinya, dalam hadits disebutkan bahwa hukuman bagi peminum

zakat , ljma’ sukuti, mas’a,  khamr ialah 40 kali cambukan. Umar menambahi hukuman tersebut dua kali lipat

mina Jadid, dan ushul figh. dengan alasan bahwa 40 kali cambukan sebagai hukuman minuman khamr dan 40
kali cambukan sebagai hukuman karena peminum khamr pasti melakukan tindakan
meresahkan masyarakat karena ia mabuk. Adapun kaitannya dengan Pelebaran
tempat-tempat masya’irul haram seperti dalam wilayah manasik haji termasuk yang
dilaksanakan oleh khadimul haramain al-syarifain atas kesepakan ulama saudi dan
didiamkan oleh ulama sedunia merupakan wujud dari metodologi ijtihad hukum figih
dengan model ijmak sukuti. Arikel ini menggunakan pendekatan ushul figh dengen
menggali sumber hukum Islam.

Pendahuluan

Dalam ajaran agama Islam, sumber hukum paling utama ialah Alquran, yang kemudian
dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut biasa kita sebut sebagai dalil qauli (dalil
yang berupa ucapan). Berikutnya, menempati posisi ketiga sebagai sumber hukum ialah ijma’ (Arab:
al-ijma’), sebuah kesepakatan seluruh mujtahid suatu masa menyikapi sebuah persoalan. ! Dalam

! Abdul Wahab Khalaf, Ushul Al-Figh, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, 1999, dalam materi ljma’
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tulisan kali ini akan dikaji bagaimana jika suatu kesepakatan tersebut ternyatakan bukan dari suara
sepakat itu sendiri melainkan hanya berupa sikap diam saja. Ulama kemudian menyebut kondisi
tersebut sebagai ijma’ sukuti. Apakah diam tersebut bisa disebut sebagai persetujuan atau tidak?
Dalam hal ini pelebaran atau perluasan Mas'a dan Mina Jadid merupakah proyek Raja Abdullah Bin
Sa’ud tahun 2008 yang disetujui ulama Kerajaan Saudi dan beberapa Ulama Negara lain yang diuraikan
di bagian bawah. Dan apakah ijma’ sukuti ini layak kita kategorikan sebagai bagian daripada dalil
sumber hukum Islam?

Secara definitif, ijma’ sukuti berarti kondisi ketika ada satu atau sebagian mujtahid yang
mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang tersebar luas di kalangan masyarakat dan
mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan pendapat tersebut. Pendapat
dalam hal ini bisa berupa fatwa ataupun putusan hukum.?

Agar kemudian pendapat sebagian mujtahid tersebut layak disebut sebagai ijma’ sukuti, yang
mensyaratkan dua hal. Pertama, pendapat tersebut telah didengar atau diketahui oleh seluruh
mujtahid dan durasi waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan atau memperselisihkan
persoalan tersebut sudah lewat. Tentu saja, karena mujtahid yang lain hanya melakukan tindakan
diam, maka kualitas hukum yang lahir dari ijma’ sukuti ini adalah dzanni belaka, atau hanya berupa
dugaan. Artinya, kita menduga bahwa para mujtahid yang diam itu menyetujui akan pendapat
tersebut. Aslinya bagaimana, tentu hanya Allah dan sang mujtahid yang tahu.

Contoh ijma’ sukuti yang paling dikenal ialah putusan hukum yang diberlakukan oleh Amirul
Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamr dengan 80 kali cambukan.
Aslinya, dalam hadits disebutkan bahwa hukuman bagi peminum khamr ialah 40 kali cambukan.
Umar menambahi hukuman tersebut dua kali lipat dengan alasan bahwa 40 kali cambukan sebagai
hukuman minuman khamr dan 40 kali cambukan sebagai hukuman karena peminum khamr pasti
melakukan tindakan meresahkan masyarakat karena ia mabuk. Putusan hukum ini sifatnya pendapat
sepihak dari Umar yang kemudian diamini oleh para Sahabat lainnya dengan cara diam. Diamnya
para sahabat disini menunjukkan mereka setuju, karena apabila mereka tidak setuju, pasti mereka
akan mengajukan keberatan kepada Umar, mengingat bahwa para Sahabat pasti tidak akan berdiam
diri jika ada ketidakbenaran terjadi di hadapan mereka.

Perspektif [jmak Sukuti Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Ushul Figh

Ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Mayoritas ulama mazhab Hanafiyah dan Imam
Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ijma’ sukuti termasuk bagian daripada ijma’. Sehingga bisa
dijadikan sebagai dalil hukum yang pasti. Ada berbagai pertimbangan mengapa mereka menyatakan
demikian, Pertama, merupakan suatu kewajiban bagi para mujtahid untuk mempelajari hasil ijtihad
ulama lainnya. Dan ketika pada suatu masalah dia tidak berkomentar tentang hasil ijtihad ulama
lain tersebut, maka dengan sendirinya itu menunjukkan kesepakatan. Sebagaimana sebuah kaidah
figh menyatakan: “Diam ketika sebuah penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan.” Kedua,
tidaklah layak bagi seorang mujtahid apabila mereka diam saja ketika mendengar ada kejanggalan
mengenai fatwa daripada mujtahid lain. Bahwa mereka diam, itu menunjukkan bahwa mereka tidak
menemukan kejanggalan.

2 Bandar Bin Sa’ad Bin Zaki, Ushul Al-Figh Wa Al-Qawaid Al-Fighiyah, Kutub Elektonika Al-Harby, Materi Al-ljmak Wa Hujiyatuhu,
hal. 24.
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Sementara dari pihak yang menolak, terdapat ulama madzhab Malikiyah dan ulama mazhab
Syafiiyyah, termasuk diantaranya ialah Abu Bakar al-Bagillani dan Imam al-Ghazali. Mereka
berargumen bahwasanya bisa jadi terdapat sebuah halangan yang mencegah seseorang untuk
bersuara meskipun sebenarnya dia tidak setuju dengan pendapat tersebut dan lebih memilih untuk
diam. Sehingga bagaimanapun juga, ijma’ sukuti ini tetap dikategorikan sebagai dalil yang dhanni
(hanya sampai pada tingkat persangkaan kuat, bukan keyakinan). Alasannya, karena ada banyak
kemungkinan mengenai diamnya sebagian mujtahid tersebut, dan tidak bisa serta merta dikatakan
sebagai sebuah persetujuan. Dari perbedaan pendapat ini, Al-Amidi kemudian mengambil jalan
tengah bahwa ijma’ sukuti ini tetap merupakan sebuah dalil yang bersifat dhanni. Argumentasinya
didasari kepadaboleh dianggap sah hanya pada zahirnya saja namun tetap tidak bisa dikategorikan
sebagai sebuah dalil yang pasti (qathi). *

Pelebaran Mas’a dan Mina Jadid

Keselamatan, kenyamanan dan estetika kiranya menjadi perhatian pemerintah Arab Saudi
dalam menyambut dan melayani para jamaah haji sebagai tamu-tamu Allah SWT. Bertolak dari
semua itu maka pemerintah setempat mengadakan perombakan beberapa tempat dilaksanakannya
ibadah haji antara lain perluasan Masjidil Haram di Makkah, pelebaran jalan raya, pembuatan jalan
baru, pembuatan terowongan, pelebaran Jamarat bahkan membuatnya bertingkat-tingkat bersusun
ke atas sampai empat atau lima tingkat, perluasan tempat sa’i dan membuatnya bersusun tiga atau
empat tingkat, dan lain-lain.

Terakhir diadakan perluasan atau pelebaran tempat sa’i (mas'a) dan pembangunan kemah
jemaah haji di luar Mina untuk ibadah mabit (bermalam) di Mina. Apakah perubahan-perubahan
itu masih dapat dibenarkan oleh Syara’? Apakah tetap sah haji seseorang yang dilakukan di tempat-
tempat perluasan itu? Perluasan Mas'a atau tempat pelaksanaan sa'i yang sekarang disebut sebagai
mas'a jadid (mas'a baru) sudah dipergunakan pada musim haji 1429 H ini. Berarti jamaah haji
melakukan sa’i dari Shofa ke Marwah melalui tempat hasil tausi’ah (perluasan) dan dari Marwah
ke Shofa melalui mas'a yang lama. Pemerintah Saudi menambah lebar mas'a dari sekitar 20 meter
menjadi 40 meter.

Dengan demikian, perluasan ini menambah luas keseluruhan lokasi sa'i menjadi sekitar 72.000
m2, dari yang sebelumnya hanya 29.400 m2. Proyek perluasan mas'a ini telah dimulai tahun 2007,
setelah musim haji usai. Perluasan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Apakah mas'a setelah
mengalami perluasan itu dipandang sebagai mas'a untuk melakukan sa'i antara Shofa dan Marwah?
Apakah sah sa'i yang dilakukan di mas'a jadid itu? Para ulama memberikan ketentuan bahwa panjang
mas'a adalah jarak antara bukit Shafa dan Marwa, sedangkan lebarnya berdasarkan fakta dan praktik
yang dilakukan dari masa ke masa sejak zaman Rasulullah hingga kini.

Jika perluasan mas'a itu menjadi satu mas'a saja, dalam pengertian mas'a yang lama digunakan
satu arah dan perluasan mas'a yang baru digunakan searah juga maka hukumnya sah karena para
jamaah haji tetap melakukan sa’i antara Shofa dan Marwah. Rapat pleno Syuriyah PBNU memilih
pendapat bahwa sa’i pada mas'a setelah mengalami perluasan hukumnya sah karena memang tidak
adanya nash yang sharih mengenai batas lebar mas'a pada zaman Nabi sehingga dinding mas'a yang

> Mengenal Istilah [jma’ Sukuti | Bincang Syariah https://bincangsyariah.com > kalam > mengenal-istilah-i
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ada sebenarnya bukanlah batas mas‘a. Tidak ditemukan keterangan yang pasti mengenai batas lebar
mas'a, yang jelas ketentuannya hanyalah panjang mas'a antara Shafa dan Marwah.

Sementara berdirinya bangunan atau tembok di sekitar mas'a yang berubah-ubah; kadang
menyempit dan kadang meluas, membuktikan bahwa agama tidak membatasi lebar mas'a. Berikut
ini adalah penjelasan dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj: “Kami tidak menemukan
perkataan ulama ukuran lebarnya mas'a. Diamnya mereka dalam hal ini karena tidak diperlukan.
Karena yang wajib (bagi seorang yang bersa’i) adalah menjelajahi area antara bukit Shafa dan Marwah
untuk setiap kali putaran. Jika melenceng sedikit dari jalur sa’inya, tidak mengapa sebagaimana
dijelaskan Imam Syafi’i.” (Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj 10/359).

Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juga dijelaskan: “Perkiraan mas'a selebar 35 hasta
atau sekitar itu adalah perkiraan saja, karena tidak ada nash dari hadits nabi yang kita ketahui. Oleh
karena itu melenceng sedikit (pada waktu sa’i dari mas'a yang ada tidak menjadi masalah, berbeda
dengan melenceng yang melebar terlalu banyak, bisa keluar dari hitungan lebar mas'a, walaupun hal
itu masih diperkirakan juga. Perluasan Mina Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak
sekitar 5 kilometer dari kota Mekkah, Arab Saudi, dan masih dalam kawasan tanah haram. Mina
digunakan sebagai tempat mabit pada hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 Dzulhuijjah). Mina mempunyai
batas-batas tertentu, sehingga kawasan di luar batas mina tidak dipandang sebagai Mina, sehingga
berada di tempat itu bukanlah mabit. Panjangnya Mina sekitar 2 mil atau sekitar 3 km.

s Gaals o) 23l 3l 5 22 Goly G ik 4e OT
Yaitu jarak lembah yang ada di lembah Muhassir sampai Jumrah Aqabah. *

Sedangkan lebarnya adalah kawasan di antara dua bukit. Pada saat ini bukit yang mengapit
Mina telah diratakan sehingga kawasan yang ada di antara dua bukit menjadi luas. Dengan demikian
batasan Mina yang ditetapkan sejak masa Rasulullah telah demikian jelas. Pemerintah Arab Saudi
pun membuat papan petunjuk bertuliskan “Nihayat Mina” (batas akhir Mina). Yang terjadi sekarang
sesungguhnya bukanlah perluasan Mina (tawsi’atul mina), sehingga seolah-olah menghasilkan
sebutan mina jadid (Mina yang baru), tetapi adalah penempatan perkemahan di luar kawasan Mina
yang digunakan sebagai tempat mabit, dalam rangkaian melaksanakan wajib haji, yaitu melempar
jumrah di Mina (jumrah "ula, wustha’ dan agabah).

Perkemahan yang ditempatkan di luar Mina itu, beberapa tahun terakhir ini, digunakan untuk
mabit para jamaah haji dari Indonesia dan dari Turki. Dengan kata lain, ratusan tenda tersebut berdiri
di kawasan luar Mina dan masuk kawasan Muzdalifah. Pertanyaan yang muncul adalah sahkah mabit
di luar kawasan Mina tersebut? Persoalan ini dianggap sudah jelas. Bahwa jamaah haji yang tinggal di
luar Mina diharuskan beranjak menuju Mina dan mabit di sana selama mu’jam al-lail (separuh malam
lebih) dari malam hari tasyrik. Sementara jamaah haji yang tidak bisa mabit di Mina diharuskan
membayar dam (denda) karena meninggalkan manasik haji. °

*  Al-Alamah Al-Sayid Abu Bakar Mohamad Syatha Al-Dimyathi, I'anah Al-Thalibien Syarah Fath Al-Mu’ien, Maktabah Sa’ad Bin
Nabhan, Surabaya, materi Jarak Wilayah Mina, t.t.

5 Dasar hukum disarikan dari hasil Bahtsul Masail Diniyah Wagqiyyah dalam Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 29 Oktober 2008
M / 29 Syawal 1429 H di Jakarta, dan beberapa hal penting terkait dengan persoalan ini masih dalam pembahasan. (A Khoirul
Anam) : https://islam.nu.or.id/syariah/bahtsul-masa039il-perluasan-masa-dan-mina-TCRGi
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Ijmak Sukuti dalam Proyek Perluasan Mas’a dan Mina

Melihat definitif, ijma’ sukuti berarti kondisi ketika ada satu atau sebagian mujtahid yang
mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang tersebar luas di kalangan masyarakat dan
mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan pendapat tersebut. Pendapat dalam
hal ini bisa berupa fatwa ataupun putusan hukum, maka perluasan Mas’a dan Mina Jadid menjadi
salah satu produk hukum dari [jma’ Sukuti. “Perluasan Mas’a adalah pekerjaan yang benar dan dapat
dicatat dalam sejarah serta memberikan berkah kepada umat Muslim,” ¢

Empat ulama besar Arab memberikan fatwa atas kebenaran perluasan Mas’a di Masjidil Haram,
Makkah, dan dapat dicatat dalam sejarah serta memiliki nilai berkah bagi umat Muslim yang bertujuan
untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan jamaah haji dan umrah dalam melaksanakan ibadah
sa’i. Keempat mufti yang memberikan pernyataan adalah Mufti Mesir Dr Ali Jum’ah, dua orang dari
mufti Libanon yaitu Dr Muhammad Rasyid Qabbani dan Dr Muhammad Ali Al Juzu, dan mufti yang
keempat adalah Dr Akrama Shabri dari Palestina. Dr Akrama Shabri menyatakan, “Perluasan Mas’a
merupakan tuntutan syar’i. Para ulama membolehkan perluasan Mas’a karena tidak ada pergeseran
dari tempat aslinya, hanya pelebaran bangunan yang diprakarsai oleh Khadimul Haramain Raja
Abdullah bin Abdul Aziz sebagai proyek Islami terbesar dan patut dicatat dalam sejarah.”

Pernyataan Dr Muhammad Rasyid Qabbani, “Perluasan Mas’a tidak keluar dari batas syar’i
pelaksanaan ibadah sa’i. Perluasan baru tersebut demi kenyamanan jamaah dan sudah waktunya
dilakukan perluasan agar dapat menampung jamaah dalam jumlah lebih banyak, ini pun merupakan
salah satu program Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang telah disepakati secara
hukum syar’iuntuk memberikan pelayananterhadap dhuyufurahman.” Mufti Lebanon, Dr Muhammad
Ali Al Juzu menegaskan, “Perluasan Mas’a memberi pengaruh positif terhadap kenyamanan jamaah
haji dan umrah. Proyek ini adalah pekerjaan mulia Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz
untuk memberikan pelayanan terhadap umat Muslim dan merupakan pekerjaan Islami yang sesuai
hukum syariat Islam dan demi kemaslahatan ummat.”

Mufti Mesir Prof. Dr Ali Jum’ah menyatakan, “Semua dalil syar’i membenarkan perluasan Mas’a.
Para ulama Islam telah sepakat terhadap perluasan tersebut dan tidak bertentangan dengan agama.
Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz melakukan perluasan Mas’a adalah pekerjaan sesuai
hukum syar’i yang benar dan merupakan pekerjaan yang berkah bertujuan memberikan pelayanan
kepada umat Muslim.” Lebih tegasnya dalam kasus pelebaran tempat Sa’i antara bukit Shafa-Marwa,
beliau mengemukakan fatwa dalam sebuah tanya jawab dan diabadikan dalam sebuah kolom situs
fatwa hukum Islam: www.draligomaa.com, tanggal 7 November 2016, kata beliau:
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¢ dilansir dari salah satu judul berita Koran harian Okaz termasyhur di Arab Saudi yang terbit Selasa (22/4/2008.

Vol. 1. No. 1, Januari-Juni 2022 57



58

lima’ Sukuti Dalam Pelebaran Mas’a ...

Aoy oy porally bkl sas )y O S ¢ (@8 wisle 6ol 3 e o) gy osdlly
b O U2 el o s (6,3 Bty L) Rpngad] RagSl )6 (lidac 133 U3
ﬁ’.«)@ 3= lf«j.a.;:.,o S ¢\>T M

J@m‘%mjagmwmjw\d,;%g&%@\ el @ adl O g2 oy sl
£35 a5 Loy gl o e i 6 el [ T (BT b oo B30Ty Gl Oy 1l
(g Mg Wil (g gl s 1 ol 8 2,801 23 o 5158 55,1] (e 351 IS
32 099 W2 o Ly bl 131 OY ¢ add 0o 5 cpldl o O Lo S OT e Sl 1 J35
oo s Lo g y3al L) )l OF L iy cpledb ) g 81 ) el ol (e 5 b
i gl 12y | gl ey Jo SV

(A DLl bl 08 g 301 OV 623 3y g Gl ol ade Gy Lo g ikl 1§ mal) OF
A ol St pid ol e U] g0 iy OF Y] oill aegingo o K1 Jad O LSV
18 5 -y Ty acle oo ol Lt Mol 1l oy i) gl 8 5558 52 € sl 3l e
¢ IS Lo joga miogs o pl 39 41 ) g OV b 3,8 Y ) g0 ogua® g o
o1 8d) B U (8 g 06 8 i Jandy (i 138y 3 0 ¢ el 4] G Bgl 3 5l
wio (g LB 10 e cate 5 S I3 By 08 s OF Jundy g1 pslolly Jg¥1 G Sl o
s g b 3y L1y Ll g b Cona N2 aiah o b el o sl e Yy Ty ade ) oo
16 sguaia 6 degilly dpotll 1o Sl Sgh i3y oy gl b o Opo 4 (3d

el g 3 2yl oy 3 21386 - U3l amy 1 Aall (52 oy ol kel Uy
ﬁ"i‘.’}; L;Ml‘ u’a} ..\g..\; &é QWB —(\.wj ﬂde &:.Lp Al J.aé- g—ﬂ‘ o ;‘:553 ;L’.ﬁ r.lgj” st.Uj (P o
..\35 (9 mbjﬁj C.')@J,C— e .J.g..\.x:jl.j L;JT 1:.\:.'%‘ K}L',l WJA:-‘ oKl Ylj gl}«j\i Jj.ga:uj:\‘.é O.J..J.J; L.);Lj

iy .“J)j Lo LQ.L.J'..L‘“ L} 39

-l Sy o O i caioad i (gl i ) Bl o) i) 8 s | Ul AL
Ry Blanswd 5yite Lely Bl DL duad 83 05 Ldany g o,y lanall L oo LI cladl
gl Ll olitl (3 adlatty ST jloa L 5224 1y ioio ) Ll uaju O3 B3 penmny
51 8l Ll o Szl pls Lo oo ) Bl o) O3 (gl g gl By 5] g0
B Jems o) o A dglte 38 (0,81 i G S Jgdd (Wagi s Loy aedl 3pnd
P! Yo By o8I gl s Gl Wb 3 a5, LY (oW b o5l gl o

Vol. 1. No. 1, Januari-Juni 2022



o L
AR
el-rgwa
and Comparative Law

Journal of Sharia

Mohamad Toha Umar

S gy Ol el o2 Lo Jo7 KDY U b 86 /2 4l el oyl
S0 5 By Al ) o 21 B Ol o) OB ] LoV putal e oz cabanio 010
2l ey 3l Gl S cad] o s adony ol gy ate iy g e 3l O

el i iy Sy gl o L o 3 51 L7 Sl 1201 /-3 sl e 3 L UG,
U2 8 am G55 Py pn 5 50 M5 el gy 31 BL) bl gl O ] el
2l aie ) gy S e i i Tt )

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, ulama besar Mesir, juga tidak mempermasalahkan perluasan Mas’a
dan pemindahan Maqam Ibrahim dari tempat asalnya. Menurut Al-Qardhawi, yang pernah dikutip
harian Asharqul Awsath, Rasulullah selalu memberi kemudahan untuk haji dengan sabdanya yang
terkenal pada saat haji wada’: “Ifal wala kharaj” (lakukan dan tak ada masalah). Sesuai fakta Mas’a
tetap berada pada tempatnya semula yaitu antara Safa dan Marwa dan tidak benar kalau lokasi
bergeser ke lokasi yang lain yang disebut antara Gararah dan Jabal Qubais. Garis start dan finish-
nya tetap di bukit Safa dan bukit Marwa. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya pernyataan
resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau pihak yang bertanggung jawab di Masjidil Haram
ataupun dari pihak lain tentang bagaimana hukumnya perluasan Mas’a itu. Konsul Haji Indonesia
Dr M Nur Samad Kamba MA pada pekan lalu telah mengemukakan bahwa, “Perluasan Mas’a tidak
dilakukan semena-mena oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, selain tanpa harus mendengar para
ulamanya dan juga sejumlah ulama lainnya. Dan tidak benar jika dikatakan bahwa mas’a beralih atau
bergeser dari Gararah sampai Jabal Qubais. ’

Penutup

Mayoritas Ulama madzhab dalam figh Islam membolehkan penggunaan Ijma’ Sukuti dalam
istinbath hukum baru. Alasan mereka mengacu pada kebijaksan-kebijaksanaan pemerintah khulafa
al-rrasyidin. Praktek ijma’ sukuti yang paling dikenal ialah putusan hukum yang diberlakukan oleh
Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamr dengan 80 kali cambukan.
Aslinya, dalam hadits disebutkan bahwa hukuman bagi peminum khamr ialah 40 kali cambukan.
Umar menambahi hukuman tersebut dua kali lipat dengan alasan bahwa 40 kali cambukan sebagai
hukuman minuman khamr dan 40 kali cambukan sebagai hukuman karena peminum khamr pasti
melakukan tindakan meresahkan masyarakat karena ia mabuk.

Adapun kaitannya dengan Pelebaran tempat-tempat masya’irul haram dalam wilayah manasik
haji termasuk yang dilaksanakan oleh khadimul haramain al-syarifain atas kesepakan ulama saudi
dan didiamkan oleh ulama sedunia merupakan wujud dari metodologi ijtihad hukum fiqih dengan
model ijma’ sukuti. Dengan demikian [jma’ Sukuti adalah salah satu metodologi ijtihad hukum dalam
menentukan hukum baru.

7 artikel detiknews, “Perluasan Mas’a Masjidil Haram Sesuai Hukum Syar’i” selengkapnya https://news.detik.com/
berita/d-927884/perluasan-masa-masjidil-haram-sesuai-hukum-syari
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